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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

SERTIFIKASI AWAL PHPL PADA IUPHHK-HA PT RIMBA KARYA RAYATAMA UNIT II  

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA 

TANGGAL 5 – 12 AGUSTUS 2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir Wasis Kuncoro Auditor PHPL  bidang Sosial merangkap Ketua Tim Audit 

2. Ir Amin Kadeni Auditor PHPL  bidang Prasyarat 

3. Mahardika Larasati, S.Hut Auditor PHPL  bidang Ekologi 

4. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor PHPL  bidang Produksi 

5. M. Ngizudin, S.Hut Auditor VLK Hutan 
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1. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Karya Rayatama Unit II 

b. Alamat Kantor  : Jl P Antasari No. 54 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

c. SK IUPHHK-HT : No.  SK.384/Menhut-II/2009 Tanggal 2 Juli 2009 

d. Luas Areal Kerja : 143.970 Hektar 

e. Lokasi : Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara dan Kab. Mahakam Ulu 
Prov. Kalimantan Timur 

f. Pengurus Perusahaan :  

 - Komisaris  : Pramono 

 - Direktur : Harmaji Anggono 

 - Direktur Utama : Gunawan Wijaya 

g. Management Representatif : Rusmiati 
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2. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan Di 

Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

5 Agustus 2020 

Dilakukan koordinasi sebelum ke lapangan 
dengan instansi :  

1. BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. Eko 
Bahariwanto. 

2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur oleh Bpk. Syariful Ahyar 

Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 
termasuk saran dan masukan yang diperoleh. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

Kantor PT Rimba 

Karya Rayatama di 

Samarinda, 

5 Agustus 2020 

 Dihadiri oleh MR PT Rimba Karya Rayatama 

beserta personil penanggungjawab kegiatan 

terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan 

sesuai yang direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

3. Perjalanan Tim Audit 6 Agustus 2020 Perjalanan Tim Audit dari Samarinda menuju 

Camp PT Rimba Karya Rayatama Unit II 

4. Konsultasi Publik 7 Agustus 2020, 

Kampung Batoq Kelo 

 Pertemuan konsultasi publik dilaksanankan 

di Kampung Batoq Kelo tanggal 7 Agustus  

2020. 

 Saran dan masukan telah dicatat dan 

diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat 

penilaian lapangan. 

 Pada masing-masing pertemuan dibuatkan 

BA Pertemuan yang dilengkapi dengan 

Daftar Hadir. 

5. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Camp dan Areal 

IUPHHK-HT  

PT Rimba Karya 

Rayatama, 

7 - 10 Agustus 2020 

 Melaksanakan pengumpulan data/bukti 

audit berupa dokumen dan fisik hasil 

kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria 

audit yang digunakan dan menetapkan 

penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) 

tahun terakhir, pengambilan sample 

fisik/hasil kegiatan di lapangan dan 

wawancara pada seluruh kriteria penilaian 

yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, 

Sosial dan VLK Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan menggunakan 

Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit 

Lapangan  
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

5. Perjalanan Tim Audit 10 Agustus 2020 Perjalanan Tim Audit dari Camp PT Rimba 

Karya Rayatama Unit II menuju Samarinda 

6. Pertemuan 

Penutupan 

 

Kantor PT Rimba 

Karya Rayatama Unit 

II  di Samarinda, 

11 Agustus 2020 

 Tim Audit memaparkan hasil audit berupa 

temuan kesesuaian dan temuan 

ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi 

persetujuan auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria 

prasyarat 1 verifier, produksi 3 verifier, 

Ekologi 1 verifier dan 9 VLK Hutan, Tim 

Audit menerbitkan LKS dan disepakati 

ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee 

paling lambat tanggal 25 Agustus 2020. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 

7. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di Daerah 

sesudah penilaian 

lapangan 

Samarinda,  

12 Agustus 2020 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada :  

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur oleh Bpk. Syariful Ahyar 

2. BPHP Wil. XI Samarinda oleh Bpk. 

Antonci Leo 

8. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

31 Agustus 2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Sertifikasi 

Awal PHPL pada PT Rimba Karya 

Rayatama Unit II  dilakukan pada tanggal 

31 Agustus 2020. 

2. PT Rimba Karya Rayatama Unit II 

dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL 

dengan Nilai Akhir Kinerja = 69,69% 

dengan predikat SEDANG, tidak ada 

verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk 

dan Memenuhi Standar VLK. 
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 3. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1. 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK – HA 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP/SK IUPHHK-HA, 

Pedoman TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB)  

(CD) 

3 Baik  

(3) 

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata 

batas areal kerja IUPHHK-HA PT Rimba Karya 

Rayatama II lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dan 

Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT Rimba Karya 

Rayatama II, Kabupaten Malinau dan Kabupaten 

Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 

08/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 telah disahkan oleh 

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan 

Hutan pada tanggal 04 Februari 2016. 

2. 1.1.2  

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB)  

(D) 

4 Sedang  

(2) 

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Nomor : SK.384/MENHUT-II/2009 tanggal 02 Juli 

2009, realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT 

Rimba Karya Rayatama baru mencapai 67,03% atau 

sepanjang ± 148.701 m dari ± 221.831 m panjang 

seluruhnya dan terdapat bukti upaya untuk 

merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan 

dengan pengesahan rencana penataan batas areal 

kerja PT Rimba Karya Rayatama II, Kabupaten Malinau 

dan Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 08/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 telah 

disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan 

Penatagunaan Kawasan Hutan pada tanggal 04 

Februari 2016 dan pelaksanaan Batas Persekutuan 

dengan PT Roda Mas Timber Kalimantan Unit II sesuai 

Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2/2013 Tahun 2013. 

3. 1.1.3  

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB)  

(CD) 

3 Baik  

(3) 

Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal 

kerja IUPHHK-HA PT RKR II. Dalam periode penilaian 

tidak terdapat konflik batas baik dengan pihak 

Pemerintah, Pemegang IUPHHK-HA lain maupun 

Masyarakat setempat 

4. 1.1.4  

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan 

(Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 
Aplicable)  

(CD) 

- N/A Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan 

Timur (Lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 

79/Menhut-II/2001) dan Peta Kawasan Hutan dan 

Konservasi  Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 

tanggal 29 Agustus 2014), tidak terdapat perubahan 

fungsi kawasan pada areal konsesi dimana total luas ± 

143.970 Ha (100%) seluruhnya masih berada dalam 

kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi 

Terbatas (HPT). 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5. 1.1.5  

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila 

tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

kehutanan, maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable)  

(CD) 

3 Baik 

(3) 

Terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan 

Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan 

Timur yang belum dilengkapi dengan dokumen Izin 

Pinjam Pakai kawasan hutan pada areal IUPHHK-HA 

PT RKR II dan PT RKR II telah melaporkan dan 

melakukan pencegahan penggunaan kawasan hutan 

tanpa izin kepada instansi berwenang 

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator (13/15) X 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2. 

Komitmen Pemegang IUPHHK – HA 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, 

misi, dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

(D) 

6 Baik  

(3) 

PT Rimba Karya Rayatama telah merumuskan 

dokumen visi & misi perusahaan yang secara legal 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT 

RKR II Nomor 008/RKR.II-IUPHHK/SMD/VII/2016 

tanggal 7 Juli 2016. Isi dari rumusan visi misi telah 

sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari 

(PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: 

pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan 

fungsi Sosial. 

2. 1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi, dan 

tujuan perusahaan 

(D) 

4 Sedang  

(2) 

PT RKR II dalam periode penilaian telah melakukan 

sebagian sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada 

seluruh karyawannya baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan kepada masyarakat Desa yang 

berada di sekitar areal kerja PT RKR II yaitu Desa 

Batoq Kelo dan terdapat bukti pelaksanaannya berupa 

berita acara sosialisasi. Periode Tahun 2019 dan 

tahun berjalan perusahaan belum melaksanakan 

kegiatan sosialisasi visi dan misi. 

3. 1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi, 

dengan implementasi PHL 

(D) 

4 Sedang  

(2) 

Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang 

telah dilakukan PT Rimba Karya Rayatama II baru 

sebagian yang sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan, dimana hasil penilaian aspek prasyarat, 

produksi, social dan ekologi belum seluruh 

diimplementasikan seperti kekurangan tenaga 

GanisPHPL, struktur organisasi belum sesuai dengan 

kerangka PHPL, penataan batas kawasan lindung 

belum seluruhnya ditata dan Batas antara 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kawasan/areal kerja dengan kawasan kehidupan 

masyarakat belum seluruhnya jelas dilapangan serta 

realisasi produksi belum optimal. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18) X 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan, dan Latihan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku  

(CD) 

1 Buruk 

(1) 

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan 

(GANIS-PHPL) PT Rimba Karya Rayatama II di 

lapangan hanya teredia pada sebagian bidang 

kegiatan pengelolaan hutan yaitu GANISPHPL- 

CANHUT, BINHUT dan PKB-R, sedangkan 

GANISPHPL KURPET dan GANISPHPL NENHUT 

belum tersedia 

2. 1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM  

(D) 

4 Sedang   (2) Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM 

PT Rimba Karya Rayatama II dalam periode 

penilaian mencapai 69% atau Realisasi 

peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari 

rencana sesuai kebutuhan. 

3. 1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

4 Sedang       

(2) 

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan 

dijadikan acuan oleh PT Rimba Karya Rayatama 

tersedia tetapi tidak lengkap diantaranya belum 

tersedia data kepersetaan dan pembayaran 

BPJSTK dan dokumen wajib lapor 

ketenagakerjaan on line 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/15) 100% = 60,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka 

PHPL 

(D) 

4 Sedang        

(2) 

PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Struktur 

Organisasi dan Job Description ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 

03/RKR.II-IUPHHK/SMD/I/2018 tanggal 4 Januari 

2018, namun struktur organisasi tersebut belum 

seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL, 

karena tidak terdapat unit kerja bidang ekologi 

dan lingkungan. 

2. 1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

(D) 

4 Sedang    (2) PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

Daftar Peralatan SIM lengkap dengan tenaga 

pelaksana SIM yang telah ditunjuk oleh Direksi, 

namun dari hasil koordinasi dengan BPHP sejak 

tahun 2019 dan sampai saat dilaksanakan 

penilaian PT RKR II belum melaksanakan 

pelaporan E-Monev. 

3. 1.4.3.  

Keberadaan SPI/internal auditor 
dan efektifitasnya 

(D) 

4 Sedang    (2) PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

organisasi SPI sesuai SK Direktur Nomor 

011/RKR.II-IUPHHK/SMD/II/2017 tanggal 7 

Februari 2017 tetapi belum berjalan dengan 

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan dan perusahaan belum melaksanakan 

audit internal skema standar penilaian kinerja 

pengelolaan hutan produksi lestari dari 

Kementerian LHK. 

4. 1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen 

berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

(D) 

4 Sedang    (2) Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen 

berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan oleh PT RKR II belum menyeluruh dan 

belum dapat mengontrol seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan produksi lestari 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.5. 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.5.1.  

Persetujuan rencana 

penebangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya  

(CD) 

2 Sedang    (2) Kegiatan RKT dalam periode penilaian sebagaian 

telah mendapatkan persetujuan atas dasar 

informasi awal yang memadai dimana kegiatan 

RKT 2016, 2017 dan 2018 telah dilakukan 

sosialisasi dengan bukti telah dilakukan Adat 

Nyanggar/Makaan Tanaa pada blok tebangan dan 

terdapat kesepakatan fee kampong sebesar Rp. 

20.000 /m³, namun untuk periode penilaian 

tahun 2019 dan tahun berjalan tidak dilakukan.  

2. 1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

4 Sedang    (2) Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT 

Rimba Karya Rayatama II dalam periode 

penilaian baru mendapat persetujuan dari 

sebagian para pihak yaitu sebesar 67% dan 

sesuai Rencana Penataan Batas Nomor: 08/KUH-

2/IUPHHK-HA/2016 akan dilaksanakann 

Rekontruksi Tata Batas sepanjang 221.831 m 

dan telah terealisasi sepanjang 8.135 m yaitu 

trayek persekutuan dengan PT Roda Masa. 

3. 1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD 

(D) 

4 Sedang    (2) Dalam Proses kegiatan program CSR/CD PT 

Rimba Karya Rayatama II dalam periode 

penilaian telah melalui tahapan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan yaitu melakukan 

sosialisasi kegiatan CSR/CD sehingga mendapat 

persetujuan para pihak namun untuk periode 

penilaian tahun 2019 dan tahun berjalan tidak 

dilakukan kegiatan sosialisasi untuk 

mendapatpersetujuan dalam pelaksanaan 

CSR/CD 

4. 1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(D) 

4 Sedang    (2) Proses penetapan dan keberadaan kawasan 

lindung di areal kerja PT Rimba Karya Rayatama 

II telah mendapat dukungan pengakuan dan 

persetujuan dari para pihak, yaitu pemerintah 

dan  masyarakat desa setempat di sekitar areal 

kerjanya yakni Desa Batoq Kelo, namun untuk 

periode penilaian tahun 2019 dan tahun berjalan 

tidak dilakukan kegiatan sosialisasi tentang 

kawasaan lindung. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21)x100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

(D) 

Baik 3 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 

yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan 

melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 

SK.55/BUHA/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang 

Persetujuan  Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan 

Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-

2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama II di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Terdapat Lampiran Peta Lampiran RKUPHHK-HA 

Periode Tahun 2012-2021 skala 1:100.000 yang 

telah disetujui oleh Menteri Kehutanan a.n. Ir. 

Awriya Ibrahim, M.Sc. 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

(D) 

Sedang 2 

 

Pelaksanaan penataan areal kerja untuk blok RKT 

5 tahun terakhir yaitu RKT Tahun 2016, 2017, 

2018, 2019 dan 2020 telah dilaksanakan 

seluruhnya yang bervariasi antara 1 – 3 tahun 

sebelum tahun penebangan RKT, namun demikian 

pembuatannya di lapangan tidak sepenuhnya 

sama dengan ploting sesuai RKUPHHK-HA 

periode 2012-2021 meskipun seluruhnya masih 

berada di dalam blok RKU tersebut, contoh blok 

RKT 2018 dibuat di lapangan pada ploting RKT 

2017 sesuai RKUPHHK-HA. 

  

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

(D) 

Sedang 2 Pada periode audit dapat diverifikasi keberadaan 

sebagian Berita Acara pelaksanaan pemeliharaan 

Batas Blok dan petak Tebangan. Terhadap kondisi 

batas blok dan petak diverifikasi belum seluruh 

batas blok dan petak dapat terlihat jelas di 

lapangan.  

 

 

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator ( 16/18 ) 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe 

Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

(D) 

Sedang 2 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki data 

potensi berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) atas Rencana 

RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 

diperoleh jumlah sediaan tegakan (standing 
stock) jenis komersiil dengan kelas diamater 40 

cm ke atas tergolong sedang dengan potenis 

sebesar 56,00 m3/ha dengan kerapatan 21,61 

pohon/ha. Terdiri atas kelompok jenis meranti 

49,45 m3/ha (17,71 phn/ha), kelompok jenis 

rimba campur 5,14 m3/ha (2,9 phn/ha), dam 

kelompok jenis kayu indah 1,41 m3/ha (0,99 

phn/ha). 

Berdasarkan data potensi berdasarkan ITSP 3 

(tiga) tahun terakhir didapatkan data potensi 50 

cm Up untuk seluruh jenis pada blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2017, 2018, dan 2019 

masing-masing adalah sebesar 44,58 m3/ha, 

51,29 m3/ha, dan 35,87 m3/ha. Namun, tidak 

didapatkan kelengkapan peta yang lengkap pada 

periode penilaian.  

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

(CD) 

Buruk 1 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki SOP Petak 

Ukur Permanen (PUP) No. Dokumen 11E/SOP-

RKRII/2016 tanggal 06 Desember 2016. 

- Terdapat PUP Seri I yang terletak di Petak 

III – 14, pada  lokasi bekas tebangan RKT 

2013, dikarenakan penetapan PUP tidak 

memenuhi ketentuan yaitu sulit dijangkau, 

maka direkomendasikan untuk dilakukan 

pemindahan lokasi.  

- Terdapat PUP seri II  yaitu di petak V-47 

pada koordinat LU 01016’02,3” dan BT 

115001’29,2”.  

Namun, pada pelaksanaan audit belum 

didapatkan analisa riap tegakan.  

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

Buruk 1 Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP 

kepada Badan Penelitian dan Pengembangan 

sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-

II/2006 pada pasal 10. 

Belum terdapat Perhitungan Internal/ self JTT 

berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan 

berdasar PUP. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator ( 6/12 ) 100% = 50,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

KRITERIA PRODUKSI 
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INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 Dapat diverifikasi keberadaan SOP Tahapan 

Sistem Silvikultur dengan perincian : 

a. SOP Penaaan Areal Kerja (PAK) No. 

Dokumen 3P/SOP-RKRII/2016 tgl 06 

Desember 2016 Rev. 2. 

b. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan (ITSP) No. Dokumen 4P/SOP-

RKRII/2016 tgl 06 Desember 2016 Rev. 2. 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) No. 

Dokumen 6P/SOP-RKRII/2016 tgl 06 

Desember 2016 Rev. 2 

d. SOP  Penebangan atau Pemanenan No. 

Dokumen 7P/SOP-RKRII/2016 tgl 06 

Desember 2016 Rev. 2 

e. Tersedia SOP Penanaman dan Pengayaan 

No. 3B/SOP-RKRII/2016 tgl 06 Desember 

2016 Rev. 2 dan Tersedia SOP Pemeliharaan 

Tanaman Pengayaan No. 4B/SOP-RKRII/2016 

tgl 06 Desember 2016 Rev. 2 

f. Tersedia SOP Pembebasan Tahap II & II No. 

6B/SOP-RKRII/2016 tgl 06 Desember 2016 

Rev. 2. Terhadap SOP yang tersedia belum 

memuat prosedur pembebasan pohon. 

Berdasarkan Perdirjen Bina Produksi 

Kehutanan No. P9./VI-BPHA/2009 lampiran 1. 

dinyatakan bahwa Pembebasan Pohon 

Binaan tidak perlu dilakukan di areal HPT, 

namun dalam SOP belum diatur/ dinyatakan. 

Dengan demikian, belum sepenuhnya sesuai 

dengan Prinsip pada  Lampiran 1 Perdirjen 

Bina Produksi Kehutanan No. P9./VI-

BPHA/2009. 

g. Tersedia SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan No. Dokumen No. 9B/SOP-RKRII/2016 

tgl 06 Desember 2016 Rev. 2. 

Namun, secara umum SOP belum mencantumkan 

referensi peraturan terbaru. 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 Terkait implementasi tahapan sistem silvikultur 

tercantum pada uraian berikut : 

a. Implementasi PAK telah dilaksanakan berupa 

pemberian batas blok dan petak kerja. 

b. Implementasi penandaan batas blok dan 

petak menggunakan rintisan dan cat warna 

merah. Untuk batas blok merah /// dan untuk 

batas petak merah //. 

c. Kegiatan ITSP dilakukan Et-1, implementasi 

di lapangan berupa pemberian barcode 

warna kuning pada pohon yang ditebang. 

Pelaksanaan ITSP pada Tahun 2020 belum 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dilaksanakan. 

d. Implementasi PWH berupa pembuatan jalan 

utama dan jalan cabang pada PT Karya Raya 

Rayatama II telah dilaksanakan sesuai 

dengan RKTUPHHK-HA.  

e. Implementasi kegiatan pemanenan di 

lapangan adalah berupa penebangan, 

penyaradan, pembagian batang, dan 

pengupasan kulit kayu, pengangkutan pada 

RKTUPHHK-HA Tahun 2015 s.d. 2018. Tidak 

terdapat realisasi produksi pada tahun 2019. 

f. Realisasi volume tebangan total pada 

RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. 2018 secara 

rinci pada verifier 2.5.4. Selanjutnya, 

diverifiaksi saat dilakukan audit sertifikasi 

PHPL bahwa kegiatan pemanenan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sedang stop/ 

tidak berjalan, hal ini dikarenakan kondisi 

manajemen yang sedang mengalami 

permasalahan internal. 

g. Implementasi Kegiatan Penanaman tertuang 

dalam RKTUPHHK-HA, namun belum 

didapatkan data pendukung terkait BAP 

Pelaksanaan Kegiatan. 

h. Areal efektif IUPHHK-HA PT Rimba Karya 

Rayatama II seluruhnya merupakan Hutan 

Produksi Terbatas (HPT) maka tahapan 

sistem silvikultur berupa kegiatan 

Pembebasan Pohon Binaan tidak dilakukan 

sesuai dengan Perdirjen BPK No. P9/VI-

SET/2009 tgl. 29 Agustus 2009. 

i. Implementasi Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan dapat diverifikasi terdapat Terdapat 

Plang Himbauan melestarikan Hutan dan 

Plang Kendalikan Api Hindari Kebakaran 

Hutan. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

(D) 

Baik 3 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki  data 

kecukupan potensi tegakan berdasarkan 

pelaksanaan IHMB pada tingkatan pohon inti dan 

Potensi tegakan sebelum masak tebang 

berdasarkan pelaksanaan hasil ITSP 3 Tahun 

terakhir pada tingkatan pohon inti rata-rata 29,07 

batang/Ha (>25 phn/ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Baik 3 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki data 

kecukupan potensi permudaan berdasarkan 

dokumen studi kecukupan potensi  tegakan 

tinggal sebanyak 184  tiang (>100 tiang/ha). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator ( 17/21 ) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

KRITERIA PRODUKSI 
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INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 Tersedia SOP Preduce Impact Logging (RIL) No. 

Dokumen 9P/SOP-RKRII/2016 tgl 06 Desember 

2016 Rev. 2. 

SOP RIL belum sepenuhnya mengacu pada 

Peraturan Perdirjen PHPL No. P.9 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan 

Berdampak rendah (Reduce Impact Logging) pada 

IUPHHK-HA. Misalnya terkait hal teknis 

diantaranya dilarang melakukan penebangan 

pohon pada saat hujan dan angin kencang. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 Penerapan teknologi ramah lingkungan secara 

umum belum optimal, dimana terdapat 

implementasi pada :  

- Perencanaan Pemanenan dengan kondisi 

terdapat penggunaan software arcGIS untuk 

pembuatan peta sebaran pohon, peta kerja 

yang menggambarkan lokasi TPK Hutan dan 

TPK Antara. 

- Pemanenan dengan kondisi belum optimal. 

- Pasca Pemanenan dengan kondisi belum 

optimal. 

3. 2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

(D) 

Baik 3 Uji Petik Penebangan dan penyaradan tidak dapat 

dilaksanakan karena PT Rimba Karya Rayatama 

belum memiliki RKTUPHHK-HA Tahun 2020 

sebagai dasar dilakukan uji petik penebangan. 

Berdasarkan studi yang dilaksanakan pada 5 tahun 

terakhir didapatkan data bahwa telah dilaksakana 

uji petik kerusakan tegakan tinggal dan 

keterbukaan wilayah Uji Petik Tingkat Kerusakan 

Tegakan Tinggal pada blok RKT 2015 diperoleh 

hasil tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 

12,01%. 

4. 2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

Baik 3 Uji Petik Perhitungan faktor ekploitasi tidak dapat 

dilaksanakan karena PT Rimba Karya Rayatama II 

belum memiliki RKTUPHHK-HA Tahun 2020 

sebagai dasar dilakukan uji petik penebangan. 

Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu 

Log PT Rimba Karya Rayatama II dari batang 

sample produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 

didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,76 

(>0,7). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator ( 17/21 ) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada 

Areal Kerjanya 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

(CD) 

Sedang 2 Kepemilikan RKT yang disahkan selama 5 

(lima) tahun terakhir sebagai berikut : 

No. Tahun 

RKT 

Pengesahan 

1. 2016 Ada, Self Approval 

2. 2017 Ada, Self Approval 

3. 2018 Ada, Self Approval 

4. 2019 Tidak Ada 

5. 2020 Usulan RKT 

 

RKT Tahun 2020 tidak disusun secara self 

approval karena S-PHPL PT RKR II saat 

dilakukan audit, dicabut / tidak berlaku. 

RKT Tahun 2020 PT RKR II dilakukan melalui 

mekanisme proses pengajuan pengesahan 

RKT kepada Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

(D) 

Sedang 2 Berdasarkan telaah kesesuaian diketahui 

Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka 

pendek dengan rencana jangka panjang belum 

seluruhnya sesuai dimana terdapat 

penggambaran Terdapat penggambaran 

Kawasan Perlindunan dan Pelestarian Satwa 

pada Peta RKTUPHHK-HA yang tidak sesuai 

dengan  Peta RKUPHHK-HA. 

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan 

/ Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ pelesta-

rian plasma nutfah / religi 

/budaya / sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

Sedang 2 Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, dan 2018 

diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan 

petak tebangan, terlampir sesuai pada verifer 

2.1.3. 

Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap 

Implementasi peta kerja berupa areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

diantaranya : 

- Sempadan Sungai Gelaq 

- Sempadan Sungai Gelat 

- Lereng  

Namun, lokasi PUP tidak sesuai dengan peta 

RKTUPHHK-HA yang telah disahkan. 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

Sedang 2 - Realisasi volume tebangan total 

RKTUPHHK-HA Periode Audit Tahun 2015 

s.d. 2019 sebesar 64.048,79 m3 dari 

rencana sebesar 477.661,45 m3 atau 

teralisasi 13,41 % (<70%). 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) - Realisasi luas tebangan pada Periode 

Audit Tahun 2015 s.d. 2019 sebesar 

5.002,51 Ha dari rencana sebesar 

16.404,38 Ha sesuai RKT atau 30,49 % 

(<70%), yang berarti lokasi tidak melebihi 

luas yang diizinkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (4/21) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi 

Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

Sedang 2 Ketersediaan dokumen Laporan keuangan 

tidak tersedia secara lengkap pada periode 

penilaian, yang belum tersedia yaitu Tahun 

2018 dan 2019. 

Pada Periode Audit Kondisi Kesehatan 

Finansial Perusahaan yang tergambar dari 

tahun 2015-2017 secara umum dengan 

kondisi : 

- Likuiditas = 60,80%-105,66 

- Solvabilitas = 125,94%-133,7 % 

- Rentabilitas = Positif 

- Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

(CD) 

Sedang 2 Pada periode 5 Tahun terakhir didapatkan rata-

rata realisasi dana kelola hutan untuk 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian 

dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber Daya Manusia dengan 

rata-rata sebesar 95,51%. Namun demikian, 

tidak tersedia data yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik pada Tahun 2018 dan 

2019. 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

Buruk 1 Berdasarkan realisasi dana kelola hutan 

didapatkan perbedaan realisasi proporsi dana 

kelola hutan rata-rata sebesar 147,39 % 

(perbedaan >50%), disamping itu tidak 

terdapat data yang lengkap pada periode audit. 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Sedang 2 Pada periode 5 Tahun terakhir didapatkan rata-

rata realisasi dana kelola hutan sebesar 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Lancar 

(CD) 

95,51% menandakan pendanaan yang lancar. 

Namun demikian, masih terdapat realisasi 

kegiatan yang belum sesuai tata waktunya 

ditunjukkan dengan masih adanya carry over 

khususnya pada periode penilaian. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

Sedang 2 Pada periode audit dapat diverifikasi rata-rata 

realisasi dana untuk kegiatan pembinaan 

hutan, perlindungan hutan, dan penanaman 

tanah kosong Tahun 2014, 2015, 2017, dan 

2018 terealisasi rata-rata sebesar 134,87% 

(>80%), namun demikian tidak tersedia yang 

lengkap pada Tahun 2019. 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

(CD) 

Sedang 2 Berdasarkan datarealisasi kegiatan fisik 

penanaman/ pembinaan hutan PT Rimba Karya 

Rayatama II pada 5 tahun terakhir diketahui 

bahwa rata-rata realisasi kegiatan fisik 

penanaman/ pembinaan hutan sebesar 92,06% 

(>80%). 

Namun demikian, pada pelaksanaan audit PT 

Rimba Karya Rayatama II tidak didapatkan BA 

Pelaksanaan kegiatan yang lengkap terkait 

dengan kegiatan Penanaman. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator ( 13/21 ) 100% = 61,90 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.1. 
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

SEDANG 2 Kawasan lindung PT Rimba Karya Rayatama Unit 

II didasarkan pada dokumen RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Tahun 2012 (Periode 2012 – 

2021). Jenis kawasan lindung meliputi Bufferzone 

Hutan Lindung (3.728 Ha), Lereng E (1.758 Ha), 

Sempadan Sungai (4.551 Ha), dan KPPN (623 

Ha). Total luas kawasan lindung adalah 10.660 

Ha. 

Berdasarkan hasil analisis Peta RKTUPHHK Tahun 

2015; Tahun 2016; Tahun 2017; dan Tahun 2018 

terhadap Peta RKUPHHK-HA Tahun 2012, 

terdapat perbedaan alokasi jenis kawasan lindung 

berupa KPPS (Kawasan Perlindungan dan 

Pelestarian Satwa) yang secara otomatis 

berimplikasi terhadap perbedaan luasan kawasan 

lindung di lapangan. Sampai dengan periode audit 

Sertifikasi Awal ini dilaksanakan (Tahun 2020), 

belum terdapat Surat Keputusan Direksi terkait 

Penetapan Kawasan Lindung. 

Kondisi biofisik kawasan lindung pada Sempadan 

Sungai Gelat (01°16’29” LU - 115°02’20,1” BT) 

dan Sempadan Sungai Jantan (01°18’35,8” LU - 

115°01’39,7” BT) dalam keadaan yang baik 

(penutupan tajuk masih rapat dan tidak 

ditemukan tanda-tanda perusakan pada kawasan 

lindung). Hasil wawancara dengan Bapak Doan 

Purba Datu selaku perwakilan masyarakat Desa 

Batoq Kelo yang diperkuat oleh pernyataan dari 

Bapak Agus Yudhianto (karyawan PT RKR), 

masyarakat desa tidak melakukan kegiatan 

perambahan kawasan dan/atau perladangan di 

dalam kawasan lindung yang dapat 

mempengaruhi kerusakan biofisik kawasan 

lindung. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 Selama periode 2 (dua) tahun terakhir, tidak 

terdapat kegiatan operasional di lapangan dan 

tidak ada rencana kegiatan penataan batas 

kawasan lindung tambahan (sampai dengan Blok 

RKT 2019). Sampai dengan tahun 2018, realisasi 

penataan batas telah mencapai 143 km atau 

sekitar 73,86% terhadap rencana penataan 

kawasan lindung Tahun 2018. Selama 2 tahun 

terakhir, PT RKR II tidak melakukan kegiatan 

pemeliharaan kawasan lindung. 

3. 3.1.3 SEDANG 2 
Kondisi penutupan kawasan lindung PT RKR II 
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Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

dianalisis melalui overlay Peta Penafsiran Citra 

Landsat 2017 skala 1 : 100.000 (komposit : Citra 

Sentinel T50NKG Band 756 Liputan tanggal 27 

Maret 2017 dan tanggal 16 Januari 2017) 

terhadap kawasan lindung. Berdasarkan 

keterangan tersebut, Peta Penafsiran Citra 

Landsat ini telah berumur lebih dari 2 tahun 

sehingga sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat 

dijadikan acuan mengenai kondisi penutupan 

lahan terkini. Namun, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Agus Yudianto 

(karyawan PT RKR), tidak terdapat gangguan 

berupa perambahan, perladangan, maupun 

kegiatan lain yang dapat merusak kondisi 

penutupan kawasan lindung dikarenakan 

aksesibilitas menuju kawasan lindung PT RKR II 

yang sangat sulit.  

Berdasarkan overlay penutupan kawasan lindung, 

diketahui bahwa jenis penutupan lahan pada areal 

kawasan lindung PT RKR II didominasi oleh hutan 

lahan kering primer dan hutan lahan kering 

sekunder. Persentase areal berhutan apabila 

mengesampingkan luas areal yang tertutup awan 

adalah sebesar 72,32% atau sekitar 7.476 Ha. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

BAIK 3 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki 1 desa 

binaan, yakni Desa Batoq Kelo. Desa tersebut 

telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT 

RKR II sesuai dengan Berita Acara Persetujuan 
Kampung Batoq Kelo berkaitan dengan Kawasan 
Lindung dalam areal PT Rimba Karya Rayatama II 
Tanggal 21 Februari 2018 – disetujui dan 
ditandatangani oleh Yusuf Yudhiatno (Kepala 
Kampung Batoq Kelo); Antonius Leiju (Kepala 
Adat Batoq Kelo); dan Sopiansyah (Kepala BPK 
Kampung Batoq Kelo). 

Pengakuan kawasan lindung dari pemerintah 

didapatkan secara tidak langsung melalui 

pengesahan AMDAL, RKU, maupun RKT. 

Sedangkan, pengakuan kawasan lindung oleh 

karyawan pada dasarnya sudah menjadi 

kewajiban dan tanggungjawab karyawan. 

Berdasarkan visi dan misi perusahaan, dikatakan 

bahwa pengelolaan hutan pada PT RKR Unit II 

wajib dilakukan dengan mempertimbangkan 

kelestarian fungsi lingkungan, salah satunya 

adalah mempertahankan dan mengamankan 

kawasan lindung. Berdasarkan ketetapan 

tersebut, karyawan sudah dianggap mengakui 

keberadaan kawasan lindung PT RKR II. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung PT 

RKR II belum secara periodik sesuai dengan 
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lindung hasil tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL dan/atau 

tata ruang yang ada di dalam RKU 

(D) 

frekuensi kegiatan yang telah direncanakan, 

sehingga laporan kegiatan pada setiap aspek 

pengelolaan juga belum tersedia secara lengkap.  

Berdasarkan analisis dokumen, laporan 

pelaksanaan RKL-RPL belum tersedia secara rutin 

pada setiap semester dan/atau setiap tahunnya. 

Disamping itu, dokumen pendukung lain seperti 

Berita Acara Pelaksanaan maupun Laporan 

Kegiatan juga belum tersedia secara lengkap 

berdasarkan rencana pengelolaan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (19/27) x 100% = 70,37 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

(D) 

SEDANG 2 Potensi gangguan-gangguan hutan yang terjadi di 

areal konsesi PT Rimba Karya Rayatama II 

berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Tahun 2012 (Periode 2012 – 2021), 

diantaranya: 1) Perambahan kawasan dan 

pencurian kayu; 2) Bahaya Kebakaran; 3) Hama 

dan Penyakit Tanaman; 4) Perlindungan Flora, 

Fauna, dan Plasma Nutfah; 5) Kerusakan Akibat 

Eksploitasi; dan 6) Perladangan Berpindah. 

PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

sejumlah SOP dalam rangka menanggulangi dan 

mencegah adanya gangguan ataupun potensi 

gangguan terhadap perlindungan hutan, namun 

prosedur yang tersedia belum mencakup semua 

jenis-jenis gangguan yang berpotensi terjadi.  

SOP yang belum tersedia diantaranya : SOP 

Penanggulangan Perambahan Hutan; SOP 

Pencegahan Illegal Logging; SOP Hama dan 

Penyakit Tanaman; dan SOP Perladangan 

Berpindah. Sementara itu, SOP Pengendalian 

Kebakaran belum mencantumkan acuan 

PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/ 

Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Sarana prasarana perlindungan hutan masih 

belum lengkap, baik sarpras pada dalkarhutla 

maupun satpam (security). Pemenuhan sarana 

prasarana pengendalian kebakaran hutan belum 

sesuai dengan PermenLHK No. 
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P.32/MenLHK/Setjen/Kum .1/3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 PT RKR II memiliki 1 (satu) Regu Inti Dalkarhutla 

dengan jumlah total 22 personil, termasuk 

didalamnya 1 (satu) orang sebagai ketua regu. 

Masing-masing personil tersebut belum memiliki 

sertifikat kompetensi/ pelatihan terkait kebakaran 

hutan. PT RKR II belum membentuk Regu 

Pendukung dan belum bekerjasama dengan desa 

binaan (Desa Batoq Kelo) terkait pembentukan 

Masyarakat Peduli Api (MPA). 

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Karya Rayatama II telah 

mengimplementasikan sebagian kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan sesuai 

rencana yang tercantum dalam dokumen 

RKUPHHK-HA Tahun 2012. Kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan baik dalam 

bentuk preemtif/preventif/represif yang belum 

dilakukan diantaranya : 1) bekerjasama dengan 

masyarakat dalam pembentukan Masyarakat 

Peduli Api (MPA); 2) mengadakan pelatihan 

pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan; 3) 

Koordinasi pengamanan hutan dengan instansi; 

4) membuat alur-alur pencegah perambahan api 

dan penanaman jenis tahan api yang berupa jalur 

ilaran; 5) membangun kantong-kantong air pada 

lokasi tertentu untuk dapat dipergunakan saat 

kebakaran; 6) membuat laporan perlindungan 

hutan dan/atau laporan kejadian kebakaran yang 

diserahkan ke instansi terkait; 7) dan sebagainya. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

SEDANG 2 Dampak penting terhadap tanah dan air pada PT 

Rimba Karya Rayatama II berdasarkan Ringkasan 

Eksekutif ANDAL (2009), diantaranya : 1) Sifat 

Fisik-Kimia Tanah; 2) Erosi Tanah; 3) Debit 

Sungai; 4) Sedimentasi; dan 5) Penurunan 

Kualitas Air. 

PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

prosedur dalam rangka menanggulangi dan 

mencegah dampak tanah dan air yang berpotensi 
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terjadi, namun prosedur yang tersedia belum 

mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan 

yang akan dilakukan. Sampai dengan periode 

Sertifikasi Awal (2020), belum terdapat SOP 

pemantauan sifat fisik dan kimia tanah dan SOP 

pemantauan kualitas air sungai. 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Karya Rayatama II telah menyediakan 

sebagian sarana prasarana demi menunjang 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak 

tanah dan air seperti yang tercantum dalam 

dokumen RKL-RPL (2009). 

Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik sipil 

dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, sarpras 

yang belum ada dan/atau belum difungsikan 

secara efektif diantaranya: 1) SPAS (Stasiun 

Pengamatan Arus Sungai); 2) TPS Limbah B3 dan 

izinnya; 3) alat pengukur debit; 4) sarana 

pemantau sifat fisik-kimia tanah; 5) ketersediaan 

rumah mesin genset yang belum efektif (masih 

terdapat ceceran oli/bahan bakar); dan 

sebagainya.  

Sementara itu, secara teknik vegetatif, kegiatan 

penanaman dan/atau rehabilitasi pada tanah 

kosong, kanan-kiri jalan; eks jalan sarad dan 

penanaman pada kawasan lindung belum secara 

periodik dilakukan.  

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Luas areal izin PT RKR II adalah sebesar 143.970 

hektar, dimana dijelaskan berdasarkan Perdirjen 

PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 bahwa ketentuan 

jumlah minimal GANISPHPL-BINHUT yang wajib 

dimiliki dan/atau dipekerjakan oleh pengelola 

hutan dan pemegang izin usaha pemanfaatan 

hutan produksi untuk luas areal antara 100.000 

s.d <200.000 ha adalah sebanyak 8 (delapan) 

orang.  

Dalam mendukung kegiatan pengelolaan maupun 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT 

Rimba Karya Rayatama II hanya memiliki 1 (satu) 

orang GANISPHPL-BINHUT yang memiliki nomor 

register dan masa berlaku kompetensi yang masih 

aktif.  

Pada tanggal 13 Agustus 2020, PT RKR II telah 

mengajukan permohonan 3 (tiga) personil untuk 

dilakukan diklat GANISPHPL-BINHUT kepada 

Kepala BPHP Wil. IX Samarinda sesuai Surat No. 

78/RKR-PRC/SMD/VIII/2020 dan telah diterima 

pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan bukti 

berupa tanda tangan dan cap stempel oleh 

petugas. 

 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

SEDANG 2 Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air 

terhadap rencana pengelolaan yang telah disusun 

dalam dokumen RKL (2009) sebagian telah 
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pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

dilaksanakan. Kegiatan pengelolaan yang belum 

direalisasikan, adalah penanaman pada Eks. 

TPK/TPn dan pembuatan sediment trap 

(perangkap sedimen). Sementara itu, beberapa 

kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan namun 

belum dilakukan secara periodik diantaranya 

penanaman kanan-kiri jalan, pembuatan guludan, 

dan rehabilitasi/penanaman bekas blok RKT. 

PT RKR II belum memiliki Laporan Pelaksanaan 

RKL-RPL secara lengkap. Selama periode 5 (lima) 

tahun terakhir,  hanya tersedia pelaporan 

pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2016 (Semester II) 

dan Tahun 2017 (Semester I dan II). 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Implementasi pemantauan dampak tanah dan air 

PT Rimba Karya Rayatama II sebagian telah 

dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2009. 

Selama periode audit 5 (lima) tahun terakhir, 

belum terdapat data hasil uji laboratorium terkait 

kualitas tanah. Selain itu, beberapa kegiatan 

seperti pemantauan erosi, pengukuran debit 

sungai, pengukuran tingkat sedimentasi, maupun 

pemantauan sifat fisik-kimia tanah melalui uji 

kualitas air dan/atau kualitas tanah belum 

dilakukan secara periodik.         

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai 

PT RKR II yang bekerja sama dengan 

Laboratorium Lingkungan Pusat Penelitian 

Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas 

Mulawarman (Tahun 2018), kondisi Sungai Jantan 

memiliki nilai parameter kualitas air seperti TSS, 

tingkat kekeruhan (DHL), BOD, dan COD yang 

masih dalam ambang baku mutu. Selain itu, 

berdasarkan data-data hasil perhitungan besaran 

erosi dan sedimentasi yang dilakukan oleh PT RKR 

II (data Tahun 2016), besaran erosi hasil analisa 

yang dilakukan oleh PT RKR II masih pada ambang 

baku mutu. 

Selama periode 2 (dua) tahun terakhir, tidak 

terdapat kegiatan operasional di lapangan, 

termasuk pada perawatan kondisi jalan, jembatan, 

maupun eks. blok tebangan. Tanpa adanya 

kegiatan pengelolaan, dapat dipastikan bahwa 

kondisi tanah dan air akan mengalami gangguan, 

baik berupa munculnya erosi (yang berimplikasi 

terhadap rusaknya jalan), peningkatan laju 

sedimentasi, maupun penurunan kualitas tanah. 

Sampai dengan periode audit Sertifikasi Awal 

Tahun 2020, belum terdapat laporan hasil 

monitoring tingkat erosi, sedimentasi, maupun 

kualitas air-tanah yang terbaru. 
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Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (24/36) x 100% =  66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) dan Endemik 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu pada 

perundangan/peraturan yang 

berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Karya Rayatama II memiliki prosedur 

identifikasi flora fauna, termasuk untuk jenis-

jenis dilindungi, diantaranya : 

1. SOP Identifikasi Flora No : 6E/SOP-

RKRII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 

2. SOP Identifikasi Satwa Liar No : 7E/SOP-

RKRII/2016 Tanggal 06 Desember 2016. 

Berdasarkan analisis SOP, isi dari metode yang 

menjadi dasar dalam melaksanakan identifikasi 

cukup jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kegiatan identifikasi flora dilakukan melalui 

pembuatan herbarium, sedangkan untuk 

identifikasi fauna dengan melakukan pengamatan 

dari tanda-tanda morfologi, identifikasi perilaku, 

sarang, habitat dan tanda-tanda lainnya. 

Prosedur identifikasi fauna belum dispesifikasi 

berdasarkan golongan (tingkatan) kelas fauna 

dalam taksonomi, seperti mamalia, aves, reptil, 

amfibi, dsb. Selain itu, acuan yang digunakan 

belum merujuk pada PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas PermenLHK 

No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang 

Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

(D) 

SEDANG 2 Implementasi kegiatan identifikasi telah dilakukan 

oleh PT Rimba Karya Rayatama II selama periode 

5 tahun terakhir dan terekam dalam beberapa 

dokumen meliputi: 

 Laporan Identifikasi Flora dan Fauna 

Basecamp Berahim Tahun 2014  

 Laporan Realisasi Pemantauan dan 

Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Identifikasi 

Jenis Fauna yang Dilindungi Tahun 2016 

 Laporan Identifikasi Flora dan Fauna 

Basecamp Berahim Tahun 2017 
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Berdasarkan hasil telaah laporan identifikasi flora 

fauna, implementasi kegiatan identifikasi masih 

belum secara periodik dilakukan. Selain itu, 

acuan yang digunakan dalam pengklasifikasian 

kategori konservasi pada masing-masing spesies 

belum merujuk pada jenis flora dan fauna 

dilindungi menurut PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2018. Kegiatan 

identifikasi belum dilakukan pada daerah-daerah 

pelestarian satwa dan/atau kawasan lindung, 

kegiatan identifikasi yang telah dilakukan hanya 

mencakup pada Blok RKT. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

 Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusaka.  

 Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah danb.  
     endemik 

    
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

SEDANG 2 PT. Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

prosedur terkait Pengelolaan Flora berjudul 

Prosedur Operasional Standar Pengelolaan 
Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam, 
Punah, Endemik dan Dilindungi. No. Dok. 
23E/SOP-RKRII/2016 Tanggal 6 Desember 
2016.  
Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP 

pengelolaan flora, diketahui bahwa prosedur 

pengelolaannya meliputi pengelolaan flora 

didalam habitatnya (In-Situ) dan pengelolaan 

flora diluar habitatnya (Ex-Situ). Prosedur 

pengelolaan flora yang dimiliki belum 

berdasarkan masing-masing jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik hasil identifikasi flora yang 

telah dilaksanakan oleh PT RKR II. Acuan 

pengkategorian jenis-jenis dilindungi juga 

belum mengacu pada PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas PermenLHK No.P.20/ 

MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. 
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AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 PT Rimba Karya Rayatama II telah melakukan 

sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan flora yang ada di dalam dokumen 

perencanaan dan/atau SOP. Secara umum, 

kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang telah 

dilakukan oleh PT RKR II didasarkan pada 

pendekatan pengelolaan kawasan, baik berupa 

pengalokasian maupun perlindungan terhadap 

ancaman dari luar (perburuan). Kegiatan 

pengelolaan belum didasarkan pada masing-

masing jenis flora yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin.  

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 
Untuk mengetahui adanya gangguan terhadap 

flora dilindungi, diperlukan data perkembangan 

terkait jumlah dan jenis keberadaan flora dari 

tahun ke tahun (time series). IUPHHK-HA PT 

RKR II belum memiliki data kajian evaluasi flora 

dan/atau inventarisasi flora hingga saat ini. 

Namun, mengingat bahwa aksesibilitas menuju 

kawasan PT RKR II sangat sulit (masuk ke 

dalam areal sangat jauh dan kondisi topografi 

curam), gangguan terhadap spesies flora 

dilindungi memiliki potensi yang sangat 

rendah. Upaya yang pernah dilakukan oleh PT 

RKR II dalam rangka mencegah terjadinya 

gangguan terhadap spesies flora diantaranya 

adalah pemasangan plang/tanda jenis pohon 

dilindungi dan papan peringatan perburuan 

flora fauna. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik 

 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan fauna yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

SEDANG 2 PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki 

SOP Pengelolaan Fauna yang tercantum dalam 

SOP berjudul Prosedur Operasional Standar 
Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

perundangan yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

(D) 

Terancam, Punah, Endemik dan Dilindungi (No. 

Dok. 23E/SOP-RKRII/2016 Tanggal 6 Desember 

2016).  

Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP 

pengelolaan fauna, diketahui bahwa prosedur 

pengelolaannya meliputi pengelolaan fauna 

didalam habitatnya (In-Situ) dan diluar 

habitatnya (Ex-Situ). Prosedur pengelolaan 

fauna yang dimiliki belum didasarkan pada 

masing-masing jenis yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 

hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh 

PT RKR II. Acuan pengkategorian jenis-jenis 

dilindungi juga belum mengacu pada 

PermenLHK No. 

P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas PermenLHK No.P.20/ 

MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi 

pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai 

dokumen perencanaan dan/atau SOP yang 

tersedia. Namun, kegiatan pengelolaan 

tersebut belum dilakukan secara periodik 

sesuai dengan frekuensi pengelolaan yang 

telah direncanakan. Secara umum kegiatan 

pengelolaan fauna dilindungi dilakukan 

berdasarkan pendekatan pengelolaan kawasan, 

baik berupa pengalokasian maupun 

pengamanan / perlindungan terhadap ancaman 

dari luar. Kegiatan pengelolaan belum 

didasarkan pada masing-masing jenis fauna 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di 

areal pemegang izin.  

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik (D) 

SEDANG 2 
Untuk mengetahui adanya gangguan terhadap 

fauna dilindungi, diperlukan data terkait 

perkembangan jumlah dan jenis keberadaan 

fauna dari tahun ke tahun (time series). 

IUPHHK-HA PT RKR II belum memiliki data 

kajian evaluasi dan/atau inventarisasi fauna. 

Sehingga, belum dapat diketahui secara pasti 

tren/perkembangan kondisi satwa dilindungi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus 

Yudianto (Karyawan PT RKR) dan wawancara 

dengan tokoh masyarakat Desa Batoq Kelo 

(Bapak Doan Purba Datu), masyarakat masih 

melakukan perburuan babi hutan pada areal PT 

RKR II sebagai sumber pangan masyarakat. 

Mudahnya akses keluar-masuk masyarakat 

untuk berburu babi tersebut mengindikasikan 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

bahwa masih terdapat potensi adanya kegiatan 

perburuan pada jenis-jenis yang lain, termasuk 

pada jenis-jenis fauna dilindungi. Sebagai 

langkah pencegahan perburuan fauna 

dilindungi, PT RKR II telah melakukan upaya 

seperti pemasangan plang larangan perburuan 

dan melakukan patroli pengamanan hutan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Berdasarkan Hasil verifikasi dokumen pada audit 

Sertifikasi PT RKR II Tahun 2020, PT RKR II 

memiliki  dokumen Data Base Sosial, Ekonomi, 

dan Budaya Masyarakat di Wilayah Kerja PT RKR 

II serta dokumen Studi Pustaka dan Profil Singkat 

Desa Batoq Kelo (2014), akan tetapi dokumen 

tersebut belum memuat tentang identifikasi dan 

kajian dampak sosial perusahaan terhadap 

masyarakat, adanya potensi konflik di masyarakat, 

dan upaya untuk menjadikan hasil identifikasi 

yang ada sebagai basis pengelolaan sosial 

masyarakat sebagai desa binaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas 

Kelola Sosial dan wakil masyarakat diperoleh 

informasi bahwa, pemanfaatan hasil hutan non 

kayu yang masih dilakukan oleh masyarakat 

sekitar antara lain : Mencari Madu dari pohon 

Bangeris dan masyarakat masih ada yang 

melakukan kegiatan berburu binatang dengan 

jerat, serta mencari Emas di Anak Sungai Boh dan 

Anak Sungai Ogan, namun PT RKR II tidak 

memiliki dokumen terkait hal tersebut. 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen 

yang tersedia, PT RKR II   memiliki sebagian 

dokumen/ laporan terkait pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat. 

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT RKR II 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 
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NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dituangkan dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2012-2021, RKTUPHHK–HA Tahun 

2015 - 2018 (RKT Tahun 2019 tidak tersedia), dan 

rencana dibidang kelola sosial terdapat dalam RKT 

pada tahun berjalan, namun belum dibuat 

Rencana Operasional (RO) kegiatannya.  

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekonstruksi 

batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

(CD) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan 

dituangkan dalam SOP Deliniasi Batas Kawasan 

Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, 

SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Mekanisme 

Penyelesaian Konflik Tata Batas dan SOP 

Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa. 

Hasil telaahan terhadap mekanisme yang tersedia, 

SOP tersebut baru sebagian diimplementasikan 

dilapangan  terkait penataan batas partisipatif 

antara desa Long Tuyoq dan Batoq Kelo  serta 

SOP Resolusi Konflik masih belum mengacu pada 

Perdirjen PHPL P5 Tahun 2016.  

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

 

SDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki sebagian mekanisme terkait 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH yang tertuang dalam 

RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021, 

RKTUPHHK-HA 2016 – 2018 & Rencana 

Operasional (RO) Kelola Sosial (akan tetapi tidak 

lengkap) dan dalam pelaksanaannya dilakukan 

dengan berpedoman pada beberapa SOP tyaitu: 

SOP Penandaan Makam dan Tempat Religi, SOP 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP 

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 

dan SOP Meningkatkan Peran Serta dan Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, 

PT RKR II memiliki  mekanisme mengenai 

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan 

kurang jelas 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(CD) 

 

SEDANG 

 

2 

Berdasar Peta Sebaran Desa yang berada di 

dalam areal PT RKR II  skala 1: 500.000, areal PT 

RKR II masuk dalam wilayah administrasi Kec. 

Long Bagun Kab. Mahulu dan Kec. Kayan 

Hulu/Sungai Boh Kab. Malinau. 

Batas antara Kec. Long Bagun Kab. Mahulu (dulu 

Kab. Kubar) dan Kec. Sungai Boh Kab. Malinau 

telah ada Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah 

Administratif Kampung Batu Kelo Kec. Long 

Bagun Kab. Kutai Barat dengan Desa Mahak Baru, 
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Dumu Mahak dan Long Top Kec. Sungai Boh Kab. 

Malinau, tanggal 31 Januari 2004. 

Sedangkan untuk areal PT RKR II yang berada di 

Kecamatan Long Bagun masuk wilayah Kampung 

Batuq Kelo dan Long Tuyoq dan batas antara ke 

dua kampung tersebut sudah ada Kesepakatan  

Batas yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2004. 

Batas wilayah desa-desa di Kec. Sungai Boh di 

areal PT RKR II masih belum dilakukan identifikasi 

dan penataan batasnya di lapangan.  

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil 

observasi lapangan, PT RKR II  memiliki sebagian 

bukti terkait luas dan batas yang memisahkan 

secara tegas antara areal kerja perusahaan 

dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat 

setempat. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

(CD) 

 

SEDANG 

 

2 
Pada periode Sertifikasi, PT RKR II dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari  pihak 

Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun 

Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK 

IUPHHK-HA PT RKR II, telah disetujuinya 

dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 

2021 dan RKTUPHHK-HA PT RKR II Tahun 2015 – 

2018 (namun tidak tersedia RKT 2019), terdapat 

Surat Pernyataan Masyarakat Batoq Kelo tanggal 

28 Februari 2014 yang ditandatangani Petinggi, 

Kepala Adat dan Kepala BPK Desa Batoq Kelo 

terkait operasional PT RKR II dan beberapa Berita 

Acara Sosialisasi Blok RKT.  

Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat Batoq 

Kelo diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya 

masyarakat mendukung terhadap kegiatan 

operasional PT RKR II selama masih sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat antara PT 

RKR II dengan Masyarakat Batoq Kelo.  

Pada areal PT RKR II masih terdapat potensi 

konflik terkait batas wilayah administratif antar 

desa di areal PT RKR II (terutama areal yang 

berada di Kec. Kayan Hulu/Sungai Boh), hal ini 

terkait dengan pembayaran Fee Kompensasi kayu. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14 /21) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.2. 
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Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

 

No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki sebagian dokumen 

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin 

sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, 

RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 2021, 

RKTUPHHK-HA PT RKR II Tahun 2015 – 2018. 

Hasil telaahan terhadap dokumen PT RKR II yang 

tersedia, PT RKR II telah membuat rencana 

kegiatan Kelola Sosial tertuang dalam buku RKT, 

akan tetapi tidak lengkap serta tidak tersedia 

Rencana Operasional Kelola Sosial. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat dan 

petugas kelola sosial terdapat informasi adanya 

kesepakatan dengan masyarakat terkait Fee 

Kompensasi, akan tetapi dokumen tersebut tidak 

dapat ditunjukan pada saat pelaksanaan audit. 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 
PT. RKR II memiliki mekanisme terkait 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP 

Pemberdayaan Masyarakat, SOP Distribusi 

Manfaat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif 

Masyarakat Desa, SOP Meningkatkan Peran Serta 

dan Akses Masyarakat dan SOP Penerimaan 

Karyawan, akan tetapi baru sebagian yang 

diimplementasikan. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, 

ditemukan tumpang tindih mekasnisme 

pengaturan antar mekanisme, yaitu:  

a) Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat 

Desa dengan Distribusi Manfaat  . 

b) Meningkatkan Peran Serta dan Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan dengan 

Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat 

c) Pemberdayaan Masyarakat dengan 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

(PMDH) 

 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

 

SEDANG 

 

2 

Pada periode Sertifikasi, PT RKR II memiliki 

sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan 
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NILAI 
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RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola 

Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti 

BA Sosialiasi di Kampung Batoq Kelo Tahun 2017 

dan 2018 (dilengkapi daftar hadir), sedang bukti 

sosialisasi  untuk RKTUPHHK-HA Tahun 2015, 

2016 dan 2019 tidak dapat ditunjukan pada waktu 

Audit. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II telah merealisasikan sebagian 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/ implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH serta bukti dokumen 

tersedia sebagian.  

Kegiatan Kelola Sosial PT RKR II, kegiatannya 

berupa pemberian bantuan lebih didominasi oleh 

permintaan yang bersifat pengajuan dari 

masyarakat (proposal) dan pemberian fee 

kompensasi produksi. 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki sebagian laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam 

Realisasi Kelola Sosial PT RKR II Tahun 2015 – 

2017 (dalam dokumen RKT), BA Serah Terima 

Bantuan tahun 2015 – 2017 (tersedia sebagian), 

serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi 

dan fisik) kurang lengkap dan Realisasi Kelola 

Sosial dan Bukti Serah Terima bantuan PT RKR II 

kepada masyarakat Tahun 2018 dan 2019 tidak 

tersedia. 

Tersedia bukti pembayaran Fee Kompensasi 

kepada masyarakat Kampung Batoq Kelo pada 

Februari 2016 untuk Fee Kayu RKT Tahun 2015.  

Berdasarkan telaahan dokumen diketahui bahwa 

tersedia laporan PT RKR II terkait dengan 

pelaksanaan pemenuhan tangggung jawab sosial 

kepada masyarakat, namun tidak didukung oleh 

bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara 

Serah Terima bantuan kepada masyarakat. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/30 ) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.3. 
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Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Data dan informasi masyarakat yang terlibat, 

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT RKR 

II sebagai berikut : 
No Uraian Keterangan 

A. Data Masyarakat yang terlibat : 

1. Data Tenaga Kerja  Tersedia 

sebagian 

2. Data Kontraktor dan atau 

Borongan  

Tersedia 

sebagian 

3. Data Kelompok masyarakat 

yang melakukan 

kesepakatan dengan UM 

Tersedia  

sebagian 

4 Data Penerima Ganti 

Rugi/Sharing manfaat 

Tersedia  

sebagian 

B. Data masyarakat yang tergantung : 

1. Data Pemanfaatan HHNK 

oleh masyarakat 

Tidak tersedia   

2. Data Pemanfaatan Lahan di 

areal UM oleh masyarakat 

Tersedia 

sebagian 

C. Data masyarakat yang terpengaruh : 

1. Peta Sebaran Desa sekitar 

areal 

Tersedia 

2. Data penerima kegiatan 

kelola sosial/PMDH 

Tersedia 

sebagian 

3. Data kondisi masyarakat 

yang ada sekitar areal   

Tidak tersedia  

 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen 

yang tersedia, PT  RKR II memiliki sebagian data 

dan informasi tentang masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH. 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT. RKR II memiliki sebagian mekanisme terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang dituangkan dalam : SOP 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP 

Pemberdayaan Masyarakat, SOP  Distribusi 

Manfaat, SOP Distribusi Insentif Masyarakat Desa 

dan SOP Meningkatkan Peran Serta dan Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia masih 

kurang lengkap dan baru sebagian yang telah 

diimplementasikan. 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II  memiliki sebagian dokumen rencana 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat yang tertuang dalam dokumen 

RKUPHHK-HA PT RKR II Periode Tahun 2012 - 

2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2015 – 2018 dan 

Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat 
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(CD) Batoq Kelo. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, 

program kegiatan yang ada di dalam dokumen 

RKTUPHHK tidak sinkron dengan program 

kegiatan yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA 

serta PT RKR II belum menyusun Rencana 

Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial yang 

dirinci kegiatannya setiap tahunnya. 

PT RKR II memiliki dokumen rencana pemegang 

izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum 

lengkap dan jelas. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi  PT RKR II  

terhadap masyarakat sekitar : 

1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT RKR II 

Tahun 2015 - 2019, rata-rata sebesar 51,42 

%. 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 

2015 - 2019, rata-rata sebesar  32,76 % 

3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, ada 3 

kontraktor (2 berasal dari lokal) periode 

tahun 2015 - 2019, atau rata-rata sebesar 

40,00 % 

4. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai 

kesepakatan. 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT RKR II  

sebesar : 

(51,42 +32,76 + 40,00) % : 3 = 41,39 % (< 50 %) 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT. RKR II memiliki sebagian bukti 

laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak  (Karyawan, 

Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), 

yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, 

Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee 

Kompensasi, Pembayaran Upah kepada 

Kontraktor dan Pembayaran kewajiban kepada 

Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku 

(seperti Pembayaran PBB, PPh  dan BPJS 

Ketenagakerjaan), akan tetapi bukti yang tersedia 

tidak lengkap dan kurang jelas. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 18 /27 ) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
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1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki dokumen mekanisme resolusi 

konflik  tertuang dalam SOP Penyelesaian Klaim 

Masyarakat Desa dan SOP Resolusi Konflik 

dengan Masyarakat Desa, akan tetapi belum 

merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ 

PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada 

Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT 

RKR II dan wakil masyarakat, selama periode 

Sertifikasi PT RKR II dalam menyelesaikan konflik 

di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan 

konsultasi dan koordinasi dengan Aparat 

Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat 

sekitar dan Muspika dalam penanganan 

penyelesaian konflik 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II telah melakukan Identifikasi Konflik dan 

Peta Spasial Potensi konflik, namun bentuk 

penyajian dari hasil Pemetaan Potensi Konflik 

belum dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik 

sebagaimana termuat dalam  Lampiran Perdirjen 

PHPL Nomor: P.5/2016 Bab II poin 3, dimana 

deskripsi potensi konflik merupakan laporan hasil 

pemetaan potensi konflik secara utuh mulai dari 

Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK, 

pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi 

konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Selama periode Audit,  Struktur Organisasi PT 

RKR II mengalami beberapa kali perubahan yaitu 

Struktur Organisasi dan Job Desc. PT RKR II, 

tanggal 14 Desember 2016 dan Struktur 

Organisasi dan Job Desc. PT RKR II Camp 

Belaban Kab. Mahulu – Kaltim, tanggal 4 Januari 

2018, sedangkan terkait penyelesaian konlfik 

terdapat Surat Keputusan Direktur No.12/RKR.II-

IUPHHK/SMD/IX/2016 tentang Lembaga Resolusi 

Konflik PT Rimba Karya Rayatama. 

Kelembagaan resolusi konflik PT RKR telah 

mengakomodasi keterlibatan stakeholder lain 

yang berperan dalam kelembagaan konflik sebagai 

mediator yaitu Muspika, Aparat Desa, Tokoh adat 

dan tokoh masyarakat dengan pendanaan yang 

cukup untuk mengelola konflik, akan tetapi pada 

periode Tahun 2018 -2019 tidak terdapat struktur 

organisasi & SDM yang menangani Resolusi 

Konflik karena tidak ada kegiatan 

operasinal/stagnan, serta PT RKR II tidak 
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membuat anggaran khusus  dalam penanganan 

Resolusi Konflik 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen 

yang tersedia dan wawancara dengan karyawan 

PT RKR, di areal PT RKR II pernah terjadi konflik 

terkait batas wilayah adat dan wilayah 

administrasi, konflik tersebut telah selesai dengan 

adnya koordinasi dengan para pihak terkait, akan 

tetapi dokumen tersebut tidak dapat ditunjukan 

pada saat audit. 

PT RKR II memililiki dokumen/laporan terkait 

proses penanganan konflik namun tidak lengkap 

dan kurang jelas. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator ( 16 /24 ) x 100% =  66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 

No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II telah merealisasikan hubungan 

industrial dengan karyawan yang dibuktikan 

dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial 

yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) 

PT RKR Periode 2018 – 2020, yang telah disahkan 

dengan SK Kepala Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Timur No. KEP.560/949/B.PHI & 

JAMSOSTEK/ 2018 tanggal 6 Maret 2018, dengan 

masa berlaku sejak 28 Februari 2018 s/d 27 

Februari 2020 serta terdapat Sosialisasi PP untuk 

Karyawan Baru pada Tanggal 7 Februari 2018 

(hanya 4 orang), sedangkan untuk Peraturan 

Perusahaan Periode 2018 – 2020 belum terdapat 

bukti sosialisasinya. 

Dengan berakhirnya PP Periode 2018 - 2020, PT 

RKR telah mengajukan Permohonan Pengesahan 

Peraturan Perusahaan PT RKR Periode Tahun 

2020-2022, terdapat bukti tanda terima oleh Ibu 

Retno Agustina Purnami (Disnakertran Prov. 

Kaltim) pada 10 Juni 2020. 

Di Lingkungan PT RKR II belum terbentuk Serikat 

Pekerja akan tetapi Perusahaan telah 
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mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan 

kebebasan kepada karyawan untuk membentuk 

dan atau mendirikan serta menjadi anggota 

Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat 

Keterangan Direktur No. 011/RKR.II-

IUPHHK/SMD/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 

tentang Kebebasan Pekerja untuk Berserikat atau 

mendirikan Satuan Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) di dalam area Kerja IUPHHK-HA PT Rimba 

Karya Rayatama. 

Implementasi Hubungan Industrial dituangkan 

dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan 

Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk 

kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

(D) 

 

SEDANG 

 

2 

PT  RKR II telah memiliki mekanisme terkait 

pengembangan kompetensi karyawannya tertuang 

dalam PP PT PHK Periode Tahun 2018-2020 Bab 

III Pasal 17 tentang Pendidikan & Latihan Kerja 

dan SOP Training Karyawan. PT RKR II telah 

mengimplementasikan sebagian dalam Rencana & 

Realisasi Training/Pelatihan Tahun  2015 - 2019 

dengan Prosentase rata-rata Jumlah Pelatihan   

50 % dan Prosentase Peserta 46,87 % 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT RKR II 

Tahun 2020 memiliki 9 orang GANISPHPL terdiri 

dari Kurpet = 0 orang, Canhut = 2 orang, Nenhut 

=0 orang, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 6 orang  

dan  berdasarkan  ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 

2015, masih terdapat kekurangan 18 orang Ganis 

PHPL disemua bidang.  

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

(D) 

 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki dokumen standar jenjang karir 

yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan 

Perusahaan PT RKR II Periode Tahun 2018 - 2020 

Bab III Pasal 15 tentang Promosi dan SOP Carrer 

Path/Jenjang Karir, serta terdapat implementasi 

SK No. 057/HRD- RRL/IN/SK/VIII/2020 tentang 

Penetapan Jabatan an. Sunan sebagai Staff SIPHH 

PT RKR II. 

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir 

yang ada, PT RKR II  telah memiliki sebagian 

dokumen standar jenjang karir yang dituangkan 

dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP 

terkait Jenjang Karir, namun baru sebagian yang 

telah diimplementasikan. 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

 

SEDANG 

 

2 

PT RKR II memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan PT RKR   Periode 2018-2020 Bab VI 
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implementasinya. 

(D) 

Pasal 34 – 40, Bukti Setor Pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (tidak 

lengkap), Contoh Kartu Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (tersedia sebagian). 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan 

karyawan PT RKR II diperoleh informasi informasi 

bahwa PT RKR II  telah mengimplementasikan 

sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan yang 

tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) 

kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji 

yang lancar tiap bulan dan Upah diatas UMK Kab. 

Kubar, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess 

karyawan, kantin/dapur umum, alat-alat safety, 

sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana 

hiburan tersedia cukup memadai, serta terdapat 

Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan 1 

orang Paramedis.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16 /24 ) x 100% =  66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 

 
PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 

 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK 

IUPHHK) 

M SK IUPHHK-HA : 

PT Rimba Karya Rayatama II memiliki dokumen legal 

terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.384/MENHUT-

II/2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam  

Kepada  PT. RKR  II atas Areal Hutan Produksi   seluas ± 

143.970 Ha (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan 

Ratus Tujuh Puluh Hektar, terletak di   Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Terdapa Peta Areal Kerja IUPHHK-HA sebagai Lampiran 

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.384/Menhut-II/2009, 

tanggal  2 Juli 2009 skala 1:250.000). Lampiran Peta 

telah disahkan oleh Menteri Kehutanan RI a.n. MS Kaban. 

Terdapat Tanda Tangan dan Cap Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia. 
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Dokumen Legalitas Perusahaan lainnya : 

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Akta Pendirian 

Nomor : 5 Tanggal :5 Oktober 1988 oleh Notaris 

:Laden Mering, SH yang berkedudukan di 

Samarinda. Akta Pendirian tercatat pada Administrasi 

Direktorat Hukum dan Perundangan No. 

02.1759.HT.01.01-Th.91 tertanggal 23 Mei 1991. 

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Akta 

perubahan (terakhir) No. 102 tanggal 30 Desember 

2019 oleh Notaris Imelda Nur Pane, S.H yang 

berkedudukan di Jakarta Selatan. 

Akta perubahan telah tercatat dan terdaftar 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum dengan Nomor: AHU-0252783.AH.01.11 

Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019. 

Susunan Pengurus PT Rimba Karya Rayatama II 

berdasarkan akte perubahan terakhir adalah sebagai 

berikut : 

- Direktur Utama : Gunawan Wijaya 

- Direktur : Harmaji Anggoro 

- Komisaris : Pramono 

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki dengan NPWP 

Nomor : 01.467.174.7-***.000. 

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki NIB dengan 

No. 9120201410*** tanggal 01 April 2019 sesuai 

kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara 

Elektronik. 

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 

(IIUPHHK). 

M 
PT Rimba Karya Rayatama II mendapatkan SPP IIUPHHK-

HA berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 

Nomor : S.753/VI-BIKPHH/2009 Tanggal 27 Juli 2009 

yang isinya diperintahkan kepada PT Rimba Karya 

Rayatama II  untuk membayar Iuran Izin UPHHK-HA atas 

areal hutan produksi seluas  ±143.970 hektar di Provinsi 

Kalimantan Timur. SPP IIUPHHK ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal (Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A). Besarnya 

IIUPHHK-HA yang harus dibayar oleh PT Rimba Karya 

Rayatama II sebesar Rp. 13.974.187.500,- 

Terdapat bukti setor atas pembayaran SPP IUPHHK-HA 

sesuai bukti setor sebagai berikut : 

a. Tahap 1 (aplikasi pengiriman melalui bank BNI 

Cabang Samarinda) tanggal 3 Agustus 2009 sebesar 

Rp. 3.500.000.000,-  

b. Tahap 2  (aplikasi pengiriman melalui bank BNI 

Cabang Samarinda) tanggal 23 Agustus 2010 

sebesar Rp. 2.000.000.000,-  

c. Tahap 3  (aplikasi pengiriman melalui bank BNI 

Cabang Samarinda) tanggal 3 Desember 2010 

sebesar Rp. 8.474.187.500,-  

Total pembayaran Iuran IUPHHK sebesar RP. 
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13.974.187.500,- sehingga kewajiban pembayaran telah 

lunas. 

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada). 
M Terdapat data dan informasi terkait penggunaan kawasan 

sesuai dokumen : 

 Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga nomor : 

UM.01.03/Bb.12/2275 tanggal 2 Oktober 2017 yang 

ditujukan kepada Dirjen Planologi Kementrian LHK 

dan Dirjen PHPL dengan tembusan kepada Dirjen 

Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Sekjen Kemetrian Kehutanan, 

Ka. Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, Kasi 

Perencananaan dan Pemantauan BPJN XII 

Balikpapan, Kasatkaer PJN Perbatasan Kalimantan 

Timur, Kasatkaer P2JN kalimantan Timur,  PT RKR, 

PT Sumalindo yang menerangkan : sehubungan 

pembangunan jalan long pahangai-long boh tahun 

anggaran 2017 yang merupakan bagian dari jalan 

paralel perbatasan kaltim memang benar melewati 

kawasan hutan produksi yang izinnya saat ini 

dipegang oleh PT RKR sepanjang 13 Km dan PT 

Sumalindo sepanjang 12 Km. 

 Surat dari Direktur Utama PT RKR nomor 032/RKR-

MLN/SMD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal 

Tindak Lanjut Pembangunan Jalan Paralel Melalui PT 

RKR II kepada Ka. Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur tembusan ketua APHI Komda 

Kalimantan timur yang menindak lanjuti surat Ka. 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 

11 Oktober 2017 perihal Undangan yang 

memberitahukan bahwa pembangunan jalan paralel 

perbatasan kalimantan Timur telah melewati areal PT 

RKR II dan belum ada pemberitahuan tertulis kepada 

PT RKR II tentang rencana pembuatan jalan tersebut 

dan PT RKR sebagai pemegang izin tidak mau 

disalahkan apabila pembukaan jalan dan penebangan 

pohon diareal PT RKR  dapat merugikan negara. 

Sampai dengans aat dilakukan audit berdasarkan 

informasi MR bahwa belum terdapat kegiatan di areal PT 

Rimba Karya Rayatama II atas pembangunan jalan dan PT 

Rimba Karya Rayatama II belum menerima dokumen 

IPPKH atas rencana kegiatan tersebut. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 

 
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 
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Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang 

berwenang. 

 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya 

yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah 

hutan  dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau  yang disahkan secara self 

approval. 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat 

oleh Ganis PHPL Canhut. 

M RKUPHHK-HA  

PT Rimba Karya Rayatama II memiliki RKUPHHK-HA 

berbasis IHMB periode 2012-2021 yang telah disahkan 

oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor : SK.55/BUHA/2012 tanggal 12 

Juli 2012 tentang Persetujuan  Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada 

Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 

2021  atas nama PT Rimba Karya Rayatama II di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Terdapat Lampiran Peta Lampiran RKUPHHK-HA Periode 

Tahun 2012-2021 skala 1:100.000 yang telah disetujui 

oleh Menteri Kehutanan a.n. Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc. 

RKTUPHHK-HA 

- Tersedia dokumen soft copy RTKUPHHK-HA Tahun 

2019 a.n. PT Rimba Karya Rayatama II telah 

disahkan secara self approval melalui SK Direktur 

Utama No. 002/Kpts-DIRUT/RKR II-MLN/SMD/I/2019 

tanggal 11 Januari 2019. Berdasarkan Penelusuran 

pada Web SILK, kegiatan Penilaian Kinerja PHPL 

terakhir yang dilaksanakan yaitu Penilikan Ke-3 

PHPL PT RKR II pada Februari Tahun 2018 dengan 

status Pencabutan. Disamping itu,  Bukti Keputusan 

Penilikan Ke-4 PHPL belum tersedia. Pada 

pelaksanaan audit, auditor belum dapat 

menjustifikasi telah tersedia Dokumen RKT telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang 

disahkan secara self approval . 
- RKTUPHHK-HA tahun 2020 sedang dalam proses 

Pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur sesuai dengan Tanda Terima 

Penyerahan RKTUPHHK-HA PT Rimba Karya 

Rayatama II kepada Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur tertanggal 18 Agustus 2020. 

Terdapat Cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur dan Tanda Tangan penerima Dokumen. 

GANIS PHPL CANHUT 

Terdapat Peta Kerja dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas 

nama Alma’at No. Register 01708-

11/CANHUT/XXXIVV/2014 berlaku sampai dengan 12 

Desember 2020. 

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada 

RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti  implementasinya 

di lapangan 

N/A Pada URKTUPHHK-HA Tahun 2020 diajukan kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan 

Rencana Pemanenan NIHIL. Dengan demikian verifier ini 

tidak diaplikasikan / not applicable.  

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/  blok N/A Pada URKTUPHHK-HA Tahun 2020 diajukan kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan 
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RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Rencana Pemanenan NIHIL. Dengan demikian verifier ini 

tidak diaplikasikan / not applicable.  

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 

dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. 

M PT Rimba Karya Rayatama II memiliki RKUPHHK-HA 

berbasis IHMB periode 2012-2021 yang telah disahkan 

oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor : SK.55/BUHA/2012 tanggal 12 

Juli 2012 tentang Persetujuan  Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada 

Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 

2021  atas nama PT Rimba Karya Rayatama II di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Terdapat Lampiran Peta Lampiran RKUPHHK-HA Periode 

Tahun 2012-2021 skala 1:100.000 yang telah disetujui 

oleh Menteri Kehutanan a.n. Ir. Awriya Ibrahim, M.Sc. 

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A 
Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPHHK-HA dan 

URKUPHHK-HTI Tahun 2020, PT Rimba Karya Rayatama 

II tidak memiliki rencana memanfaatkan kayu dari tegakan 

hutan alam untuk persiapan lahan pembangunan HTI. 

Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan / not 
applicable. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 

 
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 
M PT Rimba Karya Rayatama II diverifikasi melalui aplikasi 

SIPUHH bahwa pada periode penilaian (Agustus 2019 

s.d. Pelaksanaan Audit) belum membuat LHP// NIHIL. 

Namun demikian, PT Rimba Karya Rayatama II telah 

memiliki SDM, Sarana Prasarana pendukung terkait 

dengan Pembuatan LHP.  

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Ganis PHPL 

PKB diantaranya Heriyanto No. Reg. 00137-13/PKB-

R/XXXIV/2010 berlaku dari 29 December 2016 s.d. 

28 Desember 2019 dan Sunan No. Reg 00178-

11/PKB/XXXIV/2011 berlaku dari 06 November 2017 

s.d. 05 November 2020. 

- PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki aplikasi 

SIPUHH. 

- PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki sarana 

dan prasarana pendukung seperti Perangkat 
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Komputer, Printer Dokumen, Printer Barcode, dan 

Jaringan Internet untuk kegiatan PUHH. 

PT RKR II memiliki stock kayu sebanyak 667 batang (vol 

3.996,93 m3), dengan posisi : 

 TPK Antara Belaban sebanyak 660 batang (vol 

3.962,29 m3) 

 TPK Antara Karangan 100 sebanyak 7 batang 

(volume 33,64 m3) 

Stock kayu yang ada merupakan kayu hasil produksi 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018. Dapat diverifikasi 

keberadaan SO per 31 Desember 2018. 

Berdasarkan uji petik pengukuran kayu di TPK Antara 

sebanyak 100 batang didapatkan hasil tidak terdapat 

perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 0,59 % 

(<5%), yang berarti tidak terdapat perbedaan antara fisik 

kayu dengan dokumen LHP.   

 

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil 

hutan. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan 

lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan 

dan/atau penampung kayu terdaftar 

M PT Rimba Karya Rayatama II diverifikasi melalui aplikasi 

SIPUHH bahwa pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 

2019 s.d. Juli 2020) belum menerbitkan SKSHHK/ NIHIL. 

Namun demikian, PT Rimba Karya Rayatama II telah 

memiliki SDM, Sarana Prasarana pendukung terkait 

dengan Penerbitan Dokumen SKSHHK.  

- PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Ganis PHPL 

PKB diantaranya Heriyanto No. Reg. 00137-13/PKB-

R/XXXIV/2010 berlaku dari 29 December 2016 s.d. 

28 Desember 2019 dan Sunan No. Reg 00178-

11/PKB/XXXIV/2011 berlaku dari 06 November 2017 

s.d. 05 November 2020. 

- PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki aplikasi 

SIPUHH untuk menerbitkan dokumen SKSHHK. 

- PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki sarana 

dan prasarana pendukung seperti Perangkat 

Komputer, Printer Dokumen, dan Jaringan Internet 

untuk kegiatan PUHH.  

 

     Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu 

bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak. 
M Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, tidak 

dilaksankan kegiatan Pemanenan Kayu. Namun PT Rimba 

Karya Rayatama II  telah memiliki hak akses SIPUHH yang 

digunakan untuk melaksanakan kegitan PUHH 

menggunakan barcode. 

Lacak balak dapat dilaksankan dengan mengacu pada 
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verifikasi penilaian PHPL periode sebelumnya bahwa uji 

petik lacak balak terdapat kesesuaian antara tanda-tanda 

atau Identitas pada kayu di  TPK Antara Belaban dan kayu 

dapat ditelusuri sampai ke Tunggak pada Blok CO RKT 

2016 Petak V-33 seperti pada tabel berikut : 

- 1907A20RKRT000000000044613 dengan posisi Log 

di TPK Antara Belaban dapat ditelusuri pada Petak 

VI.33 pada koordinat N ; 01°18,166' E :114°57,966' 

- 1907A20RKRT000000000044510 dengan posisi Log 

di TPK Antara Belaban dapat ditelusuri pada Petak 

VI.33 pada koordinat N : 01°18,262' E :114°58,004' 

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten 

oleh pemegang izin. 
M Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, tidak 

dilaksankan kegiatan Pemanenan Kayu. Namun PT Rimba 

Karya Rayatama II  telah memiliki SOP PUHH yang dapat 

menastikan kegiatan penandaan kayu dapat dilaksanakan 

secara konsisten apabila dilaksanakan kegiatan 

pemanenan kayu. 

 

    Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB 

dan lampirannya untuk hutan tanaman 

M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), dapat 

diverifikasi bahwa tidak terdapat penerbitan dokumen 

SKSHHK. 

Tersedia arsip tersedia lengkap pada periode 

sebelumnya. 

 

     Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya 

     Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. 
M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), dapat 

diverifikasi bahwa tidak terdapat penerbitan SPP DR dan 

PSDH atas produksi kayu. 

Dapat diverifikasi keberadaan Surat dari Direktorat Iuran 

dan Peredaran Hasil Hutan No. 

S.61/IPHH/PNBP/HPL.4/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 

tentang Sanksi Denda Keterlambatan Bayar. 

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH 
M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), dapat 

diverifikasi bahwa tidak terdapat penerbitan SPP DR dan 

PSDH atas produksi kayu. 

Terhadap Tagihan Keterlambatan Pembayaran DR dan 

PSDH dan Denda Keterlambatan Bayar telah dibayarkan 

sesuai dengan bukti setor atas Surat dari Direktorat Iuran 

dan Peredaran Hasil Hutan No. 

S.61/IPHH/PNBP/HPL.4/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 

tentang Sanksi Denda Keterlambatan Bayar. 

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan 

lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan 

M 
Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), dapat 

diverifikasi bahwa tidak terdapat penerbitan SPP DR dan 

PSDH atas produksi kayu.  
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NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terkait 

kesesuaian tarif. 

 

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu 

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1. Dokumen PKAPT 
N/A Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang 

pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antar Pulau. 

 

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan 

memiliki izin yang sah 

  NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 
M Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020), dapat 

diverifikasi tidak terdapat penggunaan kapal pangangkut 

kayu dimana pada periode audit tidak terdapat penerbitan 

dokumen SKSHHK. 

Tidak terdapat pelanggaran terkait dokumen kapal. 

 

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 

  NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan. 
N/A 

PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki Sertifikat 

PHPL yang diterbitkan oleh LPPHPL TUV Rheinland 

Indonesia dengan No. Sertifikat 824.470.140015 dengan 

masa berlaku 05 September 2014 s.d. 04 September 

2019. 

Berdasarkan penelusuran pada Web SILK, kegiatan 

terakhir yang dilaksanakan yaitu Penilikan Ke-3 Tahun 

2018 dengan status Pencabutan. Disamping itu,  Bukti 

Keputusan Penilikan Ke-4 PHPL belum tersedia. Dengan 

demikian pada periode audit PT RKR II tidak memiliki hak 

untuk menggunakan tanda V-Legal. 

Pada periode audit (Agustus 2019 s.d. Juli 2020) tidak 

terdapat pembuatan LHP dan Penjualan Kayu 

menggunakan SKSHHK. 

 

 

 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
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PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang 

berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL. 
M 

PT Rimba Karya Rayatama II telah memiliki Dokumen 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL, RPL Hak 

Pengusahaan Hutan IUPHHK dan telah mendapatkan 

pengesahan/Persetujuan Kelayakan Lingkungan 

berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (H. 

Awang Faroek Ishak) Nomor : 660.1/K.180/2009 tanggal 

15 April 2009 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan 

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. 
M 

PT Rimba Karya Rayatama II memiliki dokumen RKL dan 

RPL yang telah mendapatkan pengesahan/Rekomendasi 

Kelayakan Lingkungan Keputusan Gubernur Kalimantan 

Timur (H. Awang Faroek Ishak) Nomor : 

660.1/K.180/2009 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 

15 April 2009. Dokumen RKL dan RPL telah disusun 

sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (H. 

Awang Faroek Ishak) Nomor : 660.1/K.180/2009 tanggal 

15 April 2009. 

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, 

biologi dan sosial. 

M PT Rimba Karya Rayatama II diverifikasi memiliki laporan 

pelaksanaan RKL dan RPL, terdiri dari : 

1) Laporan Semester II Tahun 2019 

2) Laporan Semester I Tahun 2020 

Dapat diverifikasi bahwa Laporan Pelaksanaan RKL RPL 

telah dilaporkan sesuai tanda terima penyerahan 

dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
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PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. 
M 

PT Rimba Raya Karyatama II memiliki Prosedur K3 

dengan No. 20P/SOP-RKRII/2019 tanggal 10 Januari 

2019. Terdapat Penanggung Jawab yaitu Kasie Produksi 

dan Kabag Pengelolaan Hutan atas pelakasaan K3 di 

lapangan dan administratifnya. 

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. 
M PT Rimba Karya Rayatama II memiliki peralatan K3 

berdasarkan Daftar Peralatan K3 terbaru diantaranya 

Kotak P3K, Satefy Shoes, Helm, Rompi, Kacamata, 

Sarung Tangan, Masker, dan Ear Plug. Disamping itu PT 

Rimba Raya Karyatama II memiliki APAR. 

5.1.1. c. Catatan kecelakaan 

kerja. 
M PT Rimba Karya Rayatama II memiliki catatan kecelakaan 

kerja yang telah dilaporkan. Pada periode audit (Agustus 

2019 s.d. Juli 2020) tidak terdapat kejadian kecelakaan 

kerja / NIHIL. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan 

(auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

M 
Belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan 

karyawan PT Rimba Karya Rayatama II. 

PT Rimba Karya Rayatama II memiliki Surat Keterangan 

Direktur Utama Nomor. 011/RKR.II-IUPHHK/SMD/I/2018 

tanggal 12 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh 

Direktur Utama (Budiyento Lukman)perihal Kebebasan 

Pekerja untuk Berserikat atau Mendirikan Satuan Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) di dalam Areal Kerja IUPHHK-

HA PT. RKR II yang isinya menyatakan bahwa perusahaan 

tidak melarang karyawannya untuk mendirikan serikat 

pekerja atau serikat buruh sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 
M Terdapat Peraturan Perusahaan PT Rimba Karya 

Rayatama II Periode Tahun 2018-2020 yang telah 

disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 

KEP.560/949/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 06 Maret 

2028. Masa berlaku Peraturan Perusahaan yaitu 26 

Februari 2018 s.d. 27 Februari 2020.  

Telah terdapat pendaftaran Peraturan Perusahaan Periode 

tahun 2020-2022 sesuai dengan keberadaan tanda terima 

pendaftaran Peraturan Perusanaan Periode tahun 2020-

2022 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 Juni 2020. 
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Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur 
M PT Rimba Karya Rayatama II memiliki daftar peralatan 

kerja per Juli 2020. Berdasarkan Daftar Karyawan 

diketahui jumlah karyawan sebanyak 48 Orang Karyawan. 

Karyawan termuda atas nama Saltiana sebagai Juru 

Masak lahir di Jontai 12 Desember 1997. Karyawan 

termuda lebih dari 18 Tahun.  
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